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ABSTRAK

Jabatan merupakan otoritas yang memiliki wewenang dalam menjalankan
tugasnya demi tujuan yang sudah diamanatkan oleh pemberi wewenang
kepadanya. Sistem pemilihan menteri saat ini dinilai tidaklah objektif, mekanisme
saat ini masih terbilang sekedar bagi-bagi jabatan bagi koalisi partai yang
memenangkan pemilu, sehingga akan berdampak pada kualitas pejabat yang tidak
sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut. Perlu adanya mekanisme alternatif
yang bisa menyelesaikan problem tersebut sehingga jabatan akan jatuh kepada
mereka yang memiliki kualitas untuk menerima dan menjalankan jabatan tersebut.
Salah satu mekanisme yang dinilai sesuai dalam menentukan pengisian jabatan
menteri adalah dengan menggunakan sistem merit. Merit system merupakan
sistem pemilihan dan pengangkatan jabatan yang didasarkan kepada kompetensi
dan kemampuan sehingga penilaian akan calon pejabat yang akan dipilih
merupakan analisis yang objektif. Dengan sistem ini nantinya diharapkan jabatan
menteri akan dijabat oleh pejabat-pejabat yang sesuai dengan kebutuhan dan
tanggung jawab jabatan tersebut. Penelitian ini mencoba menganalisis terkait
sistem merit sebagai mekanisme pengisian posisi jabatan menteri perspektif
maslakah mursalah. Fokus pembahasan diperoleh dengan menelaah merit system
sebagai mekanisme pengisian jabatan pada tingkat menteri lalu dianalisis
menggunakan teori maslazah mursalah sebagai alat bedah analisis pada penelitian
ini.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan
mengumpulan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berupa
literatur yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan penelitian menggunakan
pendekatan normatif, yaitu dengan mendekati permasalahan menggunakan norma-
norma hukum terutama hukum tata negara(siyvasah). Sumber data dalam
penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder, seperti peraturan
perundang-undangan terkait, buku, jurnal, dan media lain yang relevan dengan
permasalahan. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-
analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa merit system sebagai mekanisme
pengisian jabatan ditingkat menteri merupakan sebuah alernatif yang baik. Selain
itu maknisme yang digunakan dalam merit system ini sesuai dengan maslakah
mursalah, dimana ketentuan-ketentuan didalamnya sejalan dengan asas-asas
maslakah mursalah yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari
kerusakan. Namun, walaupun sistem ini diakui secara hukum di Indonesia sebagai
salah satu mekanisme pengisian jabatan selain pemilihan umum tetapi penerapan
sistem ini dalam mekanisme pengisian jabatan menteri perlu adanya pembentukan
peraturan perundang-undang dengan ekspelisit mengatur kedudukan sistem ini
dalam sistem pengisisan jabatan di tingkat menteri.

Kata kunci: Merit System, Sistem Merit, Menteri, Pengisian Jabatan,
Magslahah mursalah
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain.
Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam
skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22
Januari 1988 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab

I Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< B&’ B Be

< Ta’ I, Te

< Sa’ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

z Ha&’ H{ ha (dengan titik di bawah)
d Kha’ Kh ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J R&’ R Er

j Zal Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye
ol Sad S} es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
b T& T te (dengan titik di bawah)
& z Z} zet (dengan titik di bawah)
g ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

o Fa’ F Ef

it Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L ‘el
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O Ndn N ‘en
3 Wawl( w \YY;
° H® H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
¢ Y4’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah
53 daila Ditulis Muta’addidah
B3¢ Ditulis ‘iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata
1.Bila dimatikan ditulis h

-

Ditulis

hikmah

S

Ditulis

illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2.Bila diikuti dengan kata sandang ‘al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

Ul <

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3.Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h

il 3183

Ditulis

Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek




Jad Fathah Ditulis A
Ditulis Fa’ala
K3 Kasrah Ditulis [
Ditulis Zukira
Ly Dammah Ditulis U
Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
1 Fathah + alif Ditulis A
dlals Ditulis Jahiliyyah
2 Fathah + ya’ mati Ditulis A
(o Ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
ps Ditulis Karim
4 Dammah + wawu mati Ditulis §]
uagp Ditulis Furld
F. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya’ mati Ditulis Al
iy Ditulis Bainakum
2 Fathah + wawu mati Ditulis Au
J3 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

TTT
xS

Al Ditulis A’antum
Ditulis La’in syakartum




H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J' namun
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang dikuti
oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.

1.Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf
Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

OIo8) Ditulis Al-Qur’an
Oy

.

Ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

slaidd) Ditulis As-Sama’
E :.“
Ditulis Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

w23l g3 Ditulis Zawi al-Fur(d
FERNTY
Ditulis Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata
sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri

bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:
& 1A 4 O3 o3 i) S
Syahru Ramadan al-Lazi unzila Fih al-Qur an.
K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan rerdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat,
zakat, dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR
as e N ) iy

A Ao g dana U Jo D) g 83Lall g cpall g Liall jgal o Cpatinsd 4y g Cppallad)l 0 ) 4l) 2aal)
2y Ll Gran) 4y Lasal g
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan memiliki arti di dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu pekerjaan atau
tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan
kedudukan.! Posisi suatu jabatan di dalam sistem pemerintahan atau instansi,
harus memiliki syarat-syarat tertentu berupa kompetensi yang baik untuk mengisi
jabatan tersebut. Oleh karena itu setiap jabatan atau posisi yang memerlukan suatu
kompetensi atau pengetahuan tertentu dalam bidang itu tentu juga harus diseleksi
agar sesuai dengan kebutuhan dan juga menentukan efektivitas pekerjaan,
sehingga nantinya tidak akan ada penyalahgunaan dan penyelewengan jabatan
dikarenakan ketidaktahuan dan tidak memiliki dasar keilmuan dalam bidang

tersebut.

Khususnya para menteri yang nantinya akan mengelola suatu bidang
pengelolaan negara diharapkan memiliki latar belakang dan keilmuan yang
mumpuni agar tidak terjadi suatu kesalahan dalam pengelolaan negara. Maka dari
itu menteri seharusnya dipilih bukan daari hasil hubungan dan alasan politik tetapi
harus melalui mekanisme pemilihan yang baik sesuai standar kebutuhan bidang
yang akan diisinya. Di Indonesia sendiri jabatan menteri diisi melalui jalur

pengangkatan yang diangkat oleh presiden dimana para menteri-menteri itu

!Kamus Bahasa Indonesia, Perwasunata, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).



diangkat dan diberhentikan oleh presiden.? Lalu kemudian disini timbul
pertanyaan, bagaimana seharusnya presiden itu betul-betul mempertimbanngkan
apakah menteri yang dipilihnya itu nantinya sesuai dengan spesialisasi dan
kompetensi dibidangnya. Akhir-akhir ini presiden memutuskan jabatan menteri
itu diisi olen rekomendasinya ataupun dari orang-orang disekitarnya, hal ini
menurut pendapat publik menjadi sesuatu pertanyaan yang terus menerus menjadi
permasalahan yang cukup serius karena beberapa menteri yang diangkat saat ini
tidak memiliki latar belakang dan spesialisasi di bidang menteri yang saat ini

mereka jabat.

Dari sini ada permasalahan dan muncul pemikiran bahwa seharusnya
pengisian jabatan di tingkat menteri pun harus memiliki sistem pengangkatan
dengan cara seleksi yang mempertimbangkan latar belakang, spesialisasi, dan
kompetensinya. Dari beberapa sistem seleksi yang ada kita bisa mengambil salah
satu contoh mengenai bagaimana ASN itu ditempatkan berdasarkan dengan merit
system di mana dalam Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 Undang Undang
ASN pada pasal 1 adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sesuai andil dan wajar tanpa diskriminasi.?
Oleh karenannya penulis beranggapan bahwa sitem merit ini bisa dijadikan
pedoman bagaimana nantinya jabatan menteri itu diisi sesuai dengan kualifikasi

dan kompetensi serta penilaian kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan menteri

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 17 ayat (2).

3 Komisi Aparatur Negara, Pemetaan System Merit Dalam Manajemen
Aparatur Sipil Negara, www.KASN.go.id, desember 2018 him 1, diakses pada
tanggal 9 Juni 2021.
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tersebut sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi adanya penyelewengan dan
penyalahgunaan kewenangan jabatan ditingkat menteri, maka dari itu perlu
adanya penelitian bagaimana mekanisme pengisian jabatan ditingkat menteri
berupa pembaharuan metode dan merit system bisa dibilang tepat untuk menjadi

mekanisme tersebut.

Lalu dengan adanya mekanisme merit system tersebut sebagai metode
pengisian jabatan ditingkat menteri, penulis juga akan menguraikanya bagaimana
merit system tersebut dapat dijadikan pembaharauan sistem pengisisan jabatan

menurut perspektif maslakah mursalah.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi penerapan merit system menurut Undang-Undang No 5
Tahun 2014 dijadikan sebagai perubahan pembaharuan mekanisme
pengisian jabatan ditingkat menteri?

2. Bagaimana tinjauan maslakah mursalah terhadap merit system untuk
perubahan dan pembaharuan mekanisme pengisian jabatan ditingkat

menteri?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:
a.  Untuk menjelaskan urgensi merit system dalam Undang-Undang
No 5 Tahun 2014 sebagai mekanisme pengisisan jabatan menteri.
b. Untuk menjelaskan bagaimana merit system untuk pengisisan

jabatan menteri di Indonesia perspektif maslazah mursalah.



2. Kegunaan:
a. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah pertimbangan
mengenai perkembangan keilmuan Hukum Tata Negara dalam aspek
pengisian jabatan setingkat Menteri dengan menerapkan mekanisme
merit system. Dimana dalam pengisian jabatan menteri tersebut bisa
dijadikan perubahan pandangan kearah yang lebih baik, terlebih
pisau analisis yang digunakan menggunakan konsep maslakah
mursalah sehingga aspek kemaslahatan menjadi menjadi tolak ukur
dan dapat menjadi pertimbangan kemaslahatan dari penerapan
system merit tersebut.
b. Secara praktis:
Secara praktis penelitian ini akan membuat perubahan pandangan
dan juga kesadaran sehingga diharapkan akan adanya tindakan di
masyarakat tentang bagaimana seharusnya sebuah jabatan itu diisi
tidak hanya pada tingkatan menteri tetapi juga dalam kehidupan
masyarkat sehari-hari di Indonesia.
c. Penelitian ini juga digunakan sebagai tugas akhir dan syarat
untuk mendapatkan gelar S1 (Strata Satu) dalam Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah).

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisikan tentang uraian secara sistematis mengenai hasil-

hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti dan terdapat



kaitanya dengan penelitian ini.* Oleh karenanya telaah pustaka memiliki kegunaan
sebagai pembedah apakah suatu penelitian sudah memiliki beberapa penelitian
atau belum, disamping mengetahui apakah sudah ada atau belum, telaah pustaka
juga memberikan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang
akan dilakukan. Dari sini peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan

dengan merit system dalam penyeleksian suatu jabatan.

Pertama, Jurnal yang disusun oleh Rr. Susana Andi Meyrana berjudul
“Implementasi peningkatan kinerja melalui merit system guna melaksanakan
undang-undang aparatul sipil negara No. 5 tahun 2014 di Kementrian Hukum
dan Ham”. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem merit
terhadap pengembangan pegawai sesuai kebutuhan dilingkungan Kementerian
Hukum dan HAM dan isi dari penulisan ini adalah evaluasi dari penerapan merit
system dalam Kementrian Hukum dan HAM. Kajian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kualitatif untuk
mendukung strategi pengumpulan permasalahan dari jawaban-jawaban responden
terkait dengan masalah kajian yang akan diteliti, tujuanannya untuk menghasilkan
kebijakan sebagai dasar dari hasil ini yang dievaluasi. Kesimpulan dari tulisan ini
adalah Implementasi peningkatan kinerja melalui sistem merit terhadap Undang
Undang No.5 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, belum
pernah isosialisasikan di Unit-unit lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
seluruh Indonesia, tentang peningkatan kinerja, yakni: Sistem Pola Karir,

pelaksanaan belum terbangun dengan baik melalui, uji kompetensi melalui CAT,

+ Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi
Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari ah Press, 2009), him. 3.



assessment, fit and proper test, sehingga belum tercipta pada peningkatan kinerja
pegawai dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, eksistensi pejabat masih
membutuhkan pengetahuan untuk menangani hal-hal yang bersifat fasilitatif yang
berfungsi untuk menjalankan waskat secara berjenjang sehingga pembinaan
pegawai terlaksana. Dan harus dipersiapkan dengan baik mekanisme sarana yang
mendukung dan dijalankan dengan obyektif dan sesuai dengan aturan yang
berlaku pada isi Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara®

Kedua, Jurnal yang disusun Oleh Nurwita Ismail. Melalui Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Gorontalo berjudul “Merit Sistem dalam mewujudkan
transparansi karier Aparatur Sipil Negara”. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dan teknik
pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan yang bersumber dari
buku/literatur-literatur. Kesimpulanya Penerapan merit sistem memiliki dua
konsekuensi, yakni pertama: semua jabatan harus memiliki standar kompetensi
dan Kedua: seluruh pejabat harus memahami tugas dan target kerjanya. Maksud
konsekuensi ini adalah adanya kecakapan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait
dengan jabatan yang direbutkan dalam agenda open recruitment melalui merit
system. Sedangkan mengenai konsekuensi kedua, para calon pemangku jabatan

diharapkan paham mengenai garis besar tugas kerja yang akan diembannya. Oleh

5 Rr. Susana Andi Meyrana, “Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui
Merit System Guna Melaksanakan Undang-Undang Aparatul Sipil Negara No. 5
Tahun 2014 Di Kementrian Hukum Dan Ham”. Jurnal llmiah Kebijakan Hukum,
Volume 10, Nomor 2, Juli 2016.



karena Merit Sistem diharapkan mampu memilih kandidat yang tepat untuk
mengisi jabatanjabatan starategis di kementerian, lembaga negara, dan
pemerintahan daerah. selain itu, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sekiranya dipahami bahwa
dalam penerapan Merit System perlu adanya lelang jabatan dan seleksi terbuka

pada tataran birokrasi di daerah sehingga kecil.®

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Ni Putu Yayi Laksmi dan | Ketut Markeling
melaluai Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana berjudul “Penyelenggaraan
Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit Menurut pasal 51 Undang-Undang
Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Metode penelitian ini
menggunakan metode penulisan yuridis normatif yang merupakan pendekatan
yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan. Tulisan ini mendapatkan kesimpulan sebagai berikut 1. Manajemen
diatur dalam Bab VIII Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Manajemen ASN
adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional,
memiliki nilai dasar, bertanggung jawab, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, jujur dan adil melalui
pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja. Manajemen ASN merupakan
keseluruhan upaya untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan tugas,
efektivitas serta efesiensi, kewajiban dan fungsi kepegawaian. Berdasarkan Pasal

52 UU ASN manajemen ASN meliputi manajemen Pegawai Negeri Sipil dan

¢ Nurwita Ismail, “Merit Sistem Dalam Mewujudkan Transparansi Karier
Aparatur Sipil Negara”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Volume
10, Nomor 1, Januari 2019.



manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 2. Sistem merit pada
dasarnya termuat dalam Pasal 51 UU ASN yang berbunyi manajemen ASN
diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit ini sama dengan
pengupahan yang berhubungan terkait dengan kinerja pegawai. Sistem merit harus
diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Sistem ini
bermaksud untuk pembinaan karier pegawai dan juga 11 untuk menghargai

prestasi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.’

Keempat, Tesis yang disusun oleh Hasan Basri Melalui yang berjudul
“Analisis Pengembangan karier Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Merit Sistem
(Studi  Penelitian Di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)”. Tesis ini
menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tesis Ini menjabarkan
bagaimana merit system dapat memberikan andil dalam pengembangan karir ASN
terutama dalam lingkup studi penelitian yakni di Pemerintah kabupaten Aceh
Tengah dam kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah manajemen
merit system dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di pusat
maupun didaerah, akan tetapi sistem tersebut yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan belum maksimal dan optimal dikarenakan pemerintahan

’Ni Putu Yayi Laksmi, I Ketut Markeling, “Penyelenggaraan Manajemen
ASN Berdasarkan Sistem Merit Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomer 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”. Jurnal Hukum Kertha Negara
Universitas Udayana, Volume 6, Nomor 4, Agustus 2018.



daerah dinilai belum mampu untuk menerapkan merit system dalam

pengembangan karir ASN.®

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Charizma Nugraha Fazli yang berjudul
“Penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian Perangkat desa (Studi Kasus: di Desa
Bendungan dan Ngestiharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun
2016) ”. jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskriptif-kualitatif. Skripsi ini menjabarkan sejauhmana penerapan
system merit dalam pengisian jabatan perangkat desa terutama penerapan system
merit di Desa Bendungan dan Ngestiharjo, kecamatan Wates, kabupaten Kulon

Progo.®

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di atas perbedaan yang
menjadi pokok pembahasan antara penelitian yang dilakukan penulis dan
penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian penulis lebih ingin membahas
bagaimana merit system seharusnya dapat menjadi acuan mekanisme pengisisan
jabatan pada tingkat Menteri dan bagaimana sudut pandang perspektif siya>sah

terutama dalam konsep maslakah mursalah menjelaskanya.

¢ Hasan Basri, “Analisis Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara
Berdasarkan Merit Sistem (Studi Penelitian Di Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah)”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan(2017).

® Charizma Nugraha Fazli, “Penerapan Sistem Merit Dalam Pengisian
Perangkat Desa (Studi Kasus: Di Desa Bendungan Dan Ngestiharjo, Kecamatan
Wates, Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016)”, Skripsi Program Strata Satu
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
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E. Kerangka Teori
1. Teori Merit System

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-
bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin,

status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.?

Dalam hukum Positif di Indonesia pengertian dari sistem merit bisa dilihat
dalam Pasal 1 No. 22 UU ASN. Pasal 1 No. 22 UU ASN yeng memberikan
pengertian bahwa “Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”. Sistem
merit (Merit System) adalah salah satu sistem yang dianut sebagai mekanisme
dalam manajemen administrasi kepegawaian. Secara teoritik sistem merit
diimplementasikan -~ dengan menilai kecakapan seseorang pegawai dalam
mengangkat dan menempatkanya pada jabatan tertentu. Sistem seperti ini
memiliki pandangan dan penilaian yang objektif, karena dasar pertimbangan
dalam menentukan dan memilih seseorang adalah kemampuan dan kompetensi
yang dinilai secara objektif dari pegawai yang bersangkutan. Karena dasar
pertimbangan seperti ini yang berlandaskan pada jasa kecakapan, maka sering kali

sistem ini di Indonesia biasa disebut sebagai sistem jasa. Di Indonesia sendiri

10 pasal 1 angka 22 UU No. 5 Tahun 2014.
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penilaian terhadap kemampuan dan profesionalitas seseorang biasanya dilihat

berdasarkan ijazah.
2. Teori Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata maslahah berasal bahasa Arab dan telah dibakukan ke
dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan
kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.!' Menurut
bahasa aslinya kata mas/ahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, <alla
zla «zlas artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.’? Sedang kata
mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan

al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.®

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslakah mursalah adalah mas/ahah di mana
syar’i tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan mas/ahah, juga tidak
terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.*
Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslazah mursalah adalah

segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam

11 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah,

(Semarang: Bulan Bintang, 1955), him. 43.

12 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan
Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), him. 219.

13 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah..., him. 45.

14 Abdullah Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, alih bahasa
Noer Iskandar al-Bansany (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet-8 2002),
him.123.
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mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang

menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.™

Dilihat dari definisi yang telah diberikan oleh para tokoh dan ahli tersebut
nampak terlihat adanya perbedaan namun jika dilihat dari segi substansi maka
semuanya memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu mencari dan menetapkan
hukum yang sama sekali belum ada dan diatur dalam sumber-sumber hukum
utama islam vyakni Al-Quran dan Al-Hadist, dengan pertimbangan dan
mengutamakan kemaslahatan atau manfaat bagi kehidupan manusia dan sebisa

mungkin menghindari kemungkaran dan kerusakan.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah
Library Research atau disebut sebagai penelitian kepustakaan. Metode
penelitan kepustkaan dilakukan dengan kajian dari bebrapa tulisan berupa
literatur-literatur dan sumber-sumber lain.'® Qlahan data ataupun sumber yang
didapatkan kemudian ditelaah demi mendapatkan informasi yang relevan
berkaitan dengan merit system dalam hukum dan pengisian jabatan menteri di

Indonesia perspektif maslazah mursalah, dari sumber-sumber yang sudah

15 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, alih bahasa Saefullah Ma’shum,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), him 424.

16 Jonhatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif
(Yogyakarta: Graha ilmu, 2006), him. 18.
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dikumpulkan baik peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, dan
media lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Sifat Penelitian
Sifat dari penelitian ini merupakan deskriptif-analitis yaitu penelitian
melalui pemilahan secara sistematis dan teratur mengenai keseluruhan konsep
yang memiliki kaitan dan relevansinya dengan permasalahan yang akan
dibahas dan kemudian pada akhirnya akan dilakukan analisis terkait
penelitian.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan ini adalah pendekatan normatif yuridis dimana
akan menguraikan penerapan merit system dalam pengisian jabatan menteri di
Indonesia dalam perspektif maslazah mursalah dengan mempergunakan
pemikiran-pemikiran berupa doktrin-doktrin dan konsep dalam ilmu hukum
khususnya hukum tata negara.
4. Sumber penelitian

a. Data primer yang dirujuk dalam penelitian ini adalah peraturan
perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 2014.

b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup
literatur-literatur dan data relevan yang didapatkan dengan cara
mencari, membaca, menelaah, dan kemudian melakukan pencatatan
dari sumber yang berkaitan dengan fokus dan pokok permasalahan
yang akan di bahas melalui buku, jurnal, artikel, ataupun berita

diberbagai media dan perundang-undangan yang terkait.
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c. Data tersier adalah data yang didapatkan diluar dari penelitian
hukum yang bisa digunakan untuk menunjang penelitian dan sebagai
bahan analisis dan juga tambahan untuk memperdalam persoalan
yang sedang diteliti seperti: KBBI, Kamus Hukum, Kamus Bahasa
asing dan lain sebagainya.

5. Teknik pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini secara literatur atau Library
Research dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka yang
relevan seperti skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal, buku serta karya

ilmiah lain.

6. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan
kualitatif. Penulis menelaah dan mengklasifikasikan data-data yang bersifat
masih umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Melalui
data-data tersebut akan dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan fokus

dan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Di dalam melakukan penelitian ini maka peneliti memilik sistematika

pembahasan yang digunakan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi sub bab bahasan seperti:
Latar belakang masalah yang memberikan alasasn-alasan kenapa penelitian ini

perlu dilakukan. Rumusan masalah yang merupakan penegasan yang berisi
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pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai dasar penelitian dan penjelas
dari latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian yang berisikan goals atau hal
yang ingin dituju dan juga berisikan apa saja manfaat dari penilitian yang akan
dilakukan. Telaah pustaka berisi mengenai penelusuran dan pengumpulan data
dari penelitian-penelitian terdahulu sebelum penelitian ini dilakukan dan berkaitan
atau bersingungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori
berisikan landasan pemikiran atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam
membedah dan menganalisis masalah. Metodelogi penelitian adalah penjelas
mengenai bentuk penelitian yang berisikan jenis, sifat, pendekatan, dan Teknik
pengumpulan data, serta analisis data yang sudah dan akan dikumpulkan. Terakhir
adalah Sistematika pembahasan yang berisi penyajian sistematika dalam penulisan

dan penelitian dalam skripsi ini.

Bab Kedua, Membahas menganai aspek teoritik berupa maslahah mursalah,
teori negara hukum, teori keadilan, teori kelembagaan negara, dan teori

kewenangan.

Bab ketiga, membahas mengenai konsep dan penerapan merit system dalam

penempatan jabatan tingkat menteri di Indonesia.

Bab keempat, membahas mengenai analisis dari penerapan merit system

dalam penempatan jabatan menteri di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian yang

dilakukan yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari
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rumusan masalah. Dan saran merupakan masukan dan solusi yang diberikan

terkait penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Merit system yang merupakan salah satu mekanisme penempatan jabatan
yang sudah diakui dalam hukum di Indonesia melalui Undang-Undang No 5
Tahun 2014. Di mana merit system ini merupakan mekanisme pengisian
jabatan yang didasarkan pada kemampuan, kompensi, dan prestasi yang
menilai kemampuan seseorang dengan pertimbangan yang objektif hal ini
menjadikan posisi Menteri nantinya akan dipilih orang yang berdasarkan
kebutuhan terhadap jabatan tersebut beserta kesesuaian kualifikasi dan
kemampuan pejabat tersebut, sehingga dapat menjamin eksistensi nilai-nilai
dalam prinsip negara hukum, prinsip keadilan, Lembaga negara, prinsip
kewenangan, dan prinsip maslakah mursalah. Oleh karenanya urgensi merit
system dalam mekanisme penempatan jabatan tingkat menteri sangat penting.

2. Dalam tinjauan maslakah mursalah pengisian jabatan menteri termasuk
dalam Kkategori Al-Masiahah Darurriyah karena dengan terpilihnya seorang
menteri dengan mekanisme yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai islam
akan menyelamatkan kehidupan ummat manusia yang diaturnya. Oleh
karenanya jika dilihat dari persyaratan maslazah mursalah maka merit system

ini sesuai dan sejalan dengan konsep islam perspektif maslazah mursalah,
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B. Saran

Berdasarkan Uraian dan Kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1. Mekanisme jabatan seorang Menteri seharusnya memiliki prosedur yang jelas
serta memiliki pertimbangan yang objektif maka dari itu dari pada
mengadopsi sistem baru yang belum ada diatur dalam peraturan dan
perundang-undangan di Indonesia maka akan lebih baik menggunakan
mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yaitu
merit system. Yang mana mekanisme dalam penempatan jabatan itu haruslah
berdasarkan penilaian yang objektif terutama dalam jabatan-jabatan strategis
seperti jabatan seorang Menteri yang memiliki fungsi dan kewenangan
penyelenggaraan negara yang disetiap kebijakan dalam urusan menjalankan
kewenanganya itu berdampak pada kemaslahatan umat dalam hal ini
masyarakat atau warga negara.

2. Dikarenakan di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2004 ini hanya berisi
bagaimana seharusnya penempatan jabatan itu dilaksnakan dengan
menggunakan merit system, dan belum dijelaskan secara spesifik bagaimana
diaturnya mekanisme pengangkatan jabatan ditingkat Menteri. Perlu adanya
peraturan perundang-undangan baru terkait diterapkanya merit system jika
digunakan sebagai alternati mekanisme pengangkatan jabatan ditingkat
Menteri agar dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan tetap melaksanakan prinsip negara hukum yang dianut oleh Negara

Republik Indonesia.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN

Menimbang

o

Ol

.{;da‘&

U, L

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I SALI NANI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL
NEGARA DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

. a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa
dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang
memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil
negara belum berdasarkan pada perbandingan
antara kompetensi dan kualifikasi yang
diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan
kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen,
pengangkatan, penempatan, dan promosi pada
jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan
yang baik;

=i

c. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara
sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu
ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi
yang memiliki kewajiban mengelola dan
mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan  kinerjanya  dan
menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan
manajemen aparatur sipil negara;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah
tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan
tantangan global sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d perlu membentuk Undang-Undang
tentang Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA.

<y’
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya

disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai

BABI. ..



Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki  jabatan
pemerintahan.

. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
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. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi
dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun
secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi
dengan berbasis teknologi.

. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok
jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN
yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN
yang menduduki Jabatan Administrasi pada
instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.



12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Fungsional pada instansi
pemerintah.

13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat
yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.

15. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan
instansi daerah.

16. Instansi. . .
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16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga
pemerintan  nonkementerian,  kesekretariatan
lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga
nonstruktural.

17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah
provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota
yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat
dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah,
dan lembaga teknis daerah.

18. Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

19. Komisi ASN vyang selanjutnya disingkat
KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri
dan bebas dari intervensi politik.

20. Lembaga  Administrasi Negara  yang
selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga



pemerintah  nonkementerian  yang  diberi
kewenangan  melakukan  pengkajian  dan
pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini.

21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya
disingkat BKN adalah lembaga pemerintah
nonkementerian ~ yang  diberi  kewenangan
melakukan pembinaan dan menyelenggarakan
Manajemen ASN secara nasional sebagaimana
diatur dalam undangundang ini.

22. Sistem Merit adalah kebijakan dan
Manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau
kondisi kecacatan.

BAB VIII
MANAJEMEN ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem

Merit.

Pasal 52

Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan
Manajemen PPPK.

Bagian Kedua
Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang



Paragraf 1
Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi
pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan
menetapkan ~ pengangkatan,  pemindahan, dan
pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi
utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian
utama kepada:

a. menteri di kementerian;

b. pimpinan lembaga di lembaga
pemerintah nonkementerian;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara
dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

-34 -
Paragraf 2

Pejabat yang Berwenang

Pasal 54

(1) Presiden dapat mendelegasikan
kewenangan pembinaan Manajemen ASN
kepada Pejabat yang Berwenang di
kementerian, sekretaris  jenderal/sekretariat
lembaga negara, sekretariat lembaga
nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi

VI



Manajemen ASN di Instansi Pemerintah
berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi
dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi
masing-masing.

(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi
masing-masing.

(4) Pejabat  yang Berwenang mengusulkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi
masingmasing.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di
Jakarta pada tanggal
15 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tt
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TERJEMAHAN AL-QUR AN

19

20

21

Yunus(10):57

Yunus(10):58

Al-Bagarah(2):220

Wahai manusia, sungguh
telah  datang  kepadamu
pelajaran  (Al-Qur’an) dari
Tuhanmu, penyembuh bagi
sesuatu  (penyakit)  yang
terdapat dalam dada, dan
petunjuk serta rahmat bagi
orang-orang mukmin.

Katakanlah (Nabi
Muhammad), “Dengan
karunia Allah dan rahmat-
Nya itu, hendaklah mereka
bergembira. Itu lebih baik
daripada apa yang mereka
kumpulkan.”

Tentang dunia dan akhirat.
Mereka bertanya kepadamu
(Nabi Muhammad) tentang
anak-anak yatim. Katakanlah,
“Memperbaiki keadaan
mereka adalah baik.” Jika
kamu mempergauli mereka,
mereka = adalah  saudara-
saudaramu. Allah mengetahui
orang yang berbuat kerusakan
dan yang berbuat kebaikan.

Seandainya Allah
menghendaki, niscaya Dia
mendatangkan kesulitan

kepadamu. Sesungguhnya
Allah  Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana.
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31

Al-Bagarah(2):106

Ayat yang Kami nasakh
(batalkan) atau Kami jadikan
(manusia) lupa padanya, pasti
Kami ganti dengan yang lebih
baik atau yang sebanding
dengannya. Apakah engkau
tidak mengetahui  bahwa
Allah Mahakuasa atas segala
sesuatu?

Xl
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